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ABSTRAK

Terdapat dualisme terkait kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai
kerugian negara atau tidak. Hal ini juga berkonsekuensi bagi anak perusahaan
BUMN terkualifikasi sebagai kerugian negara atau tidak. Hal ini berkonsekuensi
yuridis ada dualisme hukum terkait ada atau tidaknya korupsi pada anak usaha
BUMN tersebut. Atas dasar tersebut, rumusan masalah di dalam penelitian ini: 1.
Bagaimana hak negara terhadap kekayaan BUMN yang ditempatkan pada anak
perusahaan BUMN? 2. Bagaimana kualifikasi kerugian dalam pemberian
pembiayaan oleh anak perusahaan BUMN sebagai kerugian negara dalam tindak
pidana korupsi? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah
pertama, hak negara terhadap anak perusahaan BUMN dapat dikualifikasikan
menjadi 2 (dua): 1) Hak sebagai pemegang saham secara umum; dan 2) Hak
Istimewa. Kedua, ketika ketentuan di UU Tipikor tersebut disintesiskan dengan
interpretasi a contrario dart SEMA 10/2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana Angka
4 yang pada pokoknya terhadap anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal
dari APBN atau merupakan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan
menerima/menggunakan fasilitas negara, maka apabila anak perusahaan BUMN
mengalami kerugian, ini dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara
dan ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang ada di dalam rumusan UU
Tipikor, seperti adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan
hukum secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dalam ius
constitutum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai korupsi oleh anak usaha
BUMN

Kata Kunci: Anak Perusahaan BUMN, BUMN, Korupsi, Kerugian Negara.
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ABSTRACT

There is dualism regarding whether or not losses of State-Owned Enterprises
(SOEs) are state losses. This also has consequences for subsidiaries of SOEs
qualified as state losses or not. This has the juridical consequence that there is legal
dualism regarding whether or not there is corruption in the BUMN subsidiary. On
this basis, the problem formulated in this research is: 1. What are the state's rights
to BUMN assets placed in BUMN subsidiaries? 2. How is the qualification of losses
in the provision of financing by subsidiaries of SOEs as state losses in the crime of
corruption? This research is a normative legal research with statutory, conceptual,
and case approaches. The results of this research are first, the state's rights to SOE
subsidiaries can be qualified into 2 (two): 1) Rights as shareholders in general; and
2) Special Rights. Second, when the provisions in the Anti-Corruption Law are
synthesised with the a contrario interpretation of SEMA 10/2020 letter A of the
Criminal Chamber Formulation Number 4 which basically refers to subsidiaries of
SOEs whose capital comes from the state budget or is capital participation from
SOEs and the subsidiaries receive/use state facilities, then if the SOE subsidiaries
suffer losses, This can be qualified as a loss to state finances and when there are
unlawful acts in the formulation of the Anti-Corruption Law, such as the act of
unlawfully enriching oneself or another person or legal entity or abusing the
authority, opportunity or means available to him because of his position or position,
then in ius constitutum, these acts can be qualified as corruption by BUMN
subsidiaries.

Keywords: SOE Subsidiaries, SOEs, Corruption, State Losses.
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